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Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah Lembaga Negara yang 

melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang menyelidiki, menuntut, dan 

mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum. 

Terlebih pada tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu extraordinary 

crime sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan secara extra. Pemberian 

kewenangan penyadapan merupakan upaya extra mengatasi tindak pidana. 

Kewenangan penyadapan merujuk pada Pasal 30C Huruf I Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun pemberian kewenangan ini didasarkan pada 

Pasal 30C huruf i Undang-Undang tersebut, ketidakjelasan mengenai syarat dan 

mekanisme pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengalisis mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan yang benar 

pada Tindak Pidana Korupsi dan hambatanya. Metode penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan normatif. menggunakan Jenis dan sumber analisis terhadap 

bahan hukum primer, sekunder, serta mengidentifikasi implikasi praktisnya. 

Melalui Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pasal 30C Huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

belum terdapat UU Khusus sebagai hukum acara yang mengatur mekanisme 

penyadapan. Oleh karena itu, Kejaksaan belum bisa melakukan penyadapan 

secara independen. Secara tidak independen Kejaksaan dapat melakukan 

kerjasama bersama penyedia layanan dan Kepolisian. Kelemahan dari mekanisme 

ini yaitu regulasi terkait penyadapan belum mencakup secara komprehensif dalam 

hukum acaranya, ketergantungan Kejaksaan pada izin dari lembaga peradilan 

mengurangi tingkat kemandirian Kejaksaan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 

(1) UU Kejaksaan baru. penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan 

yang lebih rinci mengenai mekanisme dan pengawasan dalam melaksanakan 

kewenangan penyadapan ini. 

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyadapan, korupsi.  
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Name : AHYA ROBBANI 

Student ID Number  : 202010110311328 
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PROSECUTOR IN CORRUPTION CRIMES IN 

INDONESIA 

 

Thesis Advisor : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., MH. 

 2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH. 

 

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a State Institution that 

exercises State Power in the field of investigating, prosecuting and supervising 

criminal cases to achieve justice and uphold the law. Moreover, corruption is an 

extraordinary crime, so its eradication also needs to be done extra hard. Giving 

wiretapping authority is an extra effort to overcome criminal acts. The authority to 

wiretapping refers to Article 30C Letter I of Law Number 11 of 2021. Even 

though the granting of this authority is based on Article 30C letter i of the Law, 

the lack of clarity regarding the conditions and mechanisms for its implementation 

creates legal uncertainty. This research aims to analyze the correct wiretapping 

mechanism by the Prosecutor's Office in Corruption Crimes and its obstacles. The 

research method used is a normative approach. using types and sources of analysis 

of primary and secondary legal materials, as well as identifying practical 

implications. Through data collection techniques, namely library research. The 

research results show that Article 30C Letter I of Law Number 11 of 2021 does 

not yet have a Special Law as a procedural law that regulates wiretapping 

mechanisms. Therefore, the Prosecutor's Office cannot carry out wiretapping 

independently. In an independent manner, the Prosecutor's Office can collaborate 

with service providers and the Police. The weakness of this mechanism is that the 

regulations related to wiretapping have not been comprehensively covered in the 

procedural law, the Prosecutor's dependence on permission from the judiciary 

reduces the level of independence of the Prosecutor's Office which is not in 

accordance with Article 2 paragraph (1) of the new Prosecutor's Law. This 

research recommends the need for more detailed regulations regarding 

mechanisms and supervision in implementing this wiretapping authority. 

Keywords: Government law, wiretapping, corruption. 
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